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P U T U S A N 

Nomor 1084/Pdt.G/2025/PA.Tsm 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA  

  

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang 

lakukan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai 

gugat antara: 

XXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, 

pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, 

tempat tinggal XXXXXXXXXXX 

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatang Rustandi, 

S.H. dan Undang Sarif Hidayat, S.H, Advokat, berkantor di 

Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari 

Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2025 

yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa 

Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 

1248/Reg.K/2025/PA.Tsm. tanggal 24 Maret 2025, 

domisili elektronik dengan alamat email 

z.irfani8@gmail.com,  Sebagai Penggugat;  

LAWAN 

XXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, 

pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di 

Dengan Alamat XXXXXXXXXXXdan 

XXXXXXXXXXX(orangtua Tergugat) XXXXXXXXXXX,  

Sebagai Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut:  

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 

Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya 

tanggal 24 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 1084/Pdt.G/2025 

/PA.Tsm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah 

melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2015 dihadapan 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimerak 

Kabupaten Ciamis, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 023/23/I/2015, 

tertanggal 16 Januari 2015 ; 

 

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama 

sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan bertempat tinggal di 

rumah bersama di XXXXXXXXXXX dan sudah berumah tangga selama 

kurang lebih 10 tahun, yang hingga saat ini Telah dikaruniai 1 (satu) orang 

anak bernama : XXXXXXXXXXX, Tasikmalaya, 24 Januari 2017 sekarang 

tinggal bersama dengan penggugat ; 

 

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 sudah mulai goyah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran, dan puncak dari perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2024 

yang akibatnya Tergugat keluar dari rumah bersama dan memilih tinggal 

dirumah orang tua Tergugat, atau sudah 1 tahun antara penggugat dan 

tergugat telah pisah tempat tinggal, Sehingga sejak saat itu penggugat dan 

tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya 

suami istri ; 

 

4. Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut 

dikarenakan faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggungjawab 

masalah nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak 

menerima keadaan tersebut ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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5. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah 

tangga dengan meminta nasihat kepada keluarga Penggugat maupun 

kepada pihak lain akan tetapi tidak berhasil, dan keadaan tersebut diatas, 

Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan 

Tergugat, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang 

berkepanjangan ; 

 

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana 

yang diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan 

dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ; 

 

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk 

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar atau alasan 

pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun 

dalam suatu ikatan perkawinan ; 

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ; 

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini 

penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA 

Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang menerima, 

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari 

persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan 

diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menjatuhkan Thalak satu bain sugro Tergugat (XXXXXXXXXXX) 

terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXX); 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

Atau Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA berpendapat lain, 

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa perkara ini adalah perkara yang didaftar secara elektonik melalui 

aplikasi e_court Mahkamah Agung Republik Indonesia; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat 

didampingi Kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang 

lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah 

dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut 

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa 

hadirnya Tergugat; 

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke 

persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikan 

kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses 

mediasi sebagaimana diatur melalui PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 tidak dapat 

dilaksanakan;  

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup 

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang 

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir 

di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat 

didengarkan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 

alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut : 

I. Bukti Tertulis  

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXX NIK : 

XXXXXXXXXXX tanggal 07 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah 

bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah 

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, 

diberi tanda P-1 dan diparaf;  

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 023/23/I/2015 tanggal 16 Januari 

2015 atas nama XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan 

oleh KUA Cimerak Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, telah 

bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah 

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, 

diberi tanda P-2 dan diparaf; 

II. Bukti Saksi 

1. XXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXX, telah memberikan 

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu 

Sambung Penggugat,  Tergugat  bernama XXXXXXXXXXX; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah 

tangganya tinggal di rumah bersama di XXXXXXXXXXX; 

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah 

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 

1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXX, Tasikmalaya, 24 

Januari 2017;  

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan 

rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2024, keharmonisan 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor 

ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah 

wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak menerima 

keadaan tersebut; 

- Bahwa  saksi mendengar dan dari curhatan Penggugat Penggugat 

dengan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar mulut;  

- Bahwa pada bulan Maret 2024 terjadi puncak perselisihan yang 

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan 

sampai saat ini telah berjalan sekitar 1 tahun lamanya dan selama 

berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi 

hubungan baik; 

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah 

dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil; 

2. XXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat 

Desa, tempat tinggal XXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di 

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paman 

Penggugat; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah 

tangganya tinggal bersama di rumah bersama di XXXXXXXXXXX; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah 

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 

1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXX, Tasikmalaya, 24 

Januari 2017;  

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan 

rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2024 rumah tangga 

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah 

tangga, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut; 

- Bahwa  saksi mendengar dan mendapat curhatan dari Penggugat 

pertengkaran dan perpisahan Penggugat dengan Tergugat;  

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 

bulan Maret 2024 dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 1 tahun 

lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak ada lagi hubungan baik lagi; 

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah 

dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil; 

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya 

lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah 

hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya; 

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang 

pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat 

gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan 

Penggugat tersebut; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada 

hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini 

yang sekaligus merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

putusan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang 

Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Direktur 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Jeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3 

Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada 

Tatang Rustandi, S.H. dan Undang Sarif Hidayat, S.H, Advokat yang berkantor 

di Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan 

Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 

16 Maret 2025 dan telah terdaftar dengan register Nomor 1248/Reg.K/2025 

/PA.Tsm. tanggal 24 Maret 2025, kuasa mana menurut Majelis Hakim telah 

memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga 

dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan 

untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis 

Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa 

perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat 

yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, sesuai bukti 

(Vide. P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama 

Tasikmalaya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus 

gugatan Penggugat ini; 

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasanya telah datang 

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya 

yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak 

ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah 

menurut hukum (default without reason) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka 

harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a quo  dapat diperiksa 
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tanpa hadirnya Tergugat; 

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai 

perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat 

tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat 

dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, 

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan 

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan 

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; 

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dapatlah disamakan dengan 

mengakui secara diam-diam atas kebenaran dalil gugat Penggugat namun 

meskipun Tergugat dapat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak 

membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka 

Penggugat tetap dibebani wajib bukti; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 

dan P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan; 

Menimbang , bahwa alat bukti P.1. telah memenuhi syarat formil dan 

materil karenanya dapat dijadikan bukti Penggugat berdomisili di wilayah 

hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya , oleh karenanya Pengadilan Agama 

Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; 

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.2) tersebut merupakan fotokopi 

sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat 

sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka 

harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan 

dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti 

tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil 

gugatan Penggugat; 

 Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang 

berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan 
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Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai 

dengan ketentuan Pasal 164 HIR  jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh 

Penggugat adalah karena perselisihan  dan pertengkaran yang terus-menerus 

antara Penggugat dengan Tergugat  sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi Hukum 

Islam maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor: 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan 

disempurnakan dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo 134 

Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah memerintahkan Penggugat agar 

menghadirkan saksi dari keluarga kedua belah pihak atau orang-orang yang 

dekat dengan kedua belah pihak, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan 

saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXX dan Aceng Mubarok Bin hj Mahmud, majelis 

menerima keduanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah 

diuraikan dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang 

memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpah di 

muka sidang,dan tidak ada halangan dan atau larangan untuk menjadi saksi 

karenanya kedua saksi tersebut patut didengar keterangannya; 

Menimbang,  bahwa kedua saksi telah memberikan keterangannya 

berdasarkan pengatahuan dan pengalamannya sendiri secara langsung dan 

juga secara curhatan dari pihak berperkara dan keterangan saksi tersebut  

saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan 

dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan 

diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah 

memenuhi syarat materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian yang dapat diterima serta dapat dijadikan bukti dalam 

perkara ini; 

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, 

Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi 

syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana 
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layaknya suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama 

XXXXXXXXXXX, Tasikmalaya, 24 Januari 2017; 

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun 

lagi  karena antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran; 

3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena 

faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah 

wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak menerima keadaan 

tersebut; 

4. Bahwa pada bulan Maret 2024 terjadi puncak perselisihan yang 

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini mereka telah 

berpisah 1 tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik; 

5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati 

Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, 

namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan 

dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang 

terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan 

akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan 

dengan alat bukti surat berkode (P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa 

Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 16 

Januari 2015. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian 

ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan 

hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum 

(legal standing) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama; 

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis 

Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat telah  terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus berupa 

pertengkaran mulut , saling bantah-bantahan dengan suara keras yang 

mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal; 
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Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah  

ditemukan fakta bahwa salah satu pihak  telah pergi meninggalkan pihak 

lainnya dalam perkara ini  sejak sekitar 1 (satu ) Tahun  yang lalu, sehingga 

antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai 

sekarang; 

Menimbang, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara 

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana 

layaknya suami isteri yang baik bahkan Tergugat sudah tidak lagi 

mempedulikan Penggugat dan Penggugat tetap dengan sikapnya tidak ingin 

mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun setiap kali sidang 

hakim telah mengupayakan perdamaian; 

Menimbang,  bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan 

pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan 

cekcok mulut (oral) saja, tetapi perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi 

dalam bentuk sikap dan tindakan fisik berupa tindakan salah satu pihak telah  

pergi dari tempat kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun  yang lalu sampai 

sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara penggugat dengan 

Tergugat; 

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak 

lagi mempedulikan Penggugat  bahkan Penggugat tetap pada gugatannya 

yakni Penggugat tetap menuntut cerai terhadap Tergugat juga adalah fakta dan 

merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Penggugat dan 

Tergugat, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat 

bahwa perpisahan tempat antara Penggugat dengan Tergugat adalah akibat 

dari adanya perselisihan dan pertengkaran; 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus 

dinyatakan terbukti dan ditemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah 

tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran  terus menerus sejak bulan Januari 2024 dan 

puncaknya bulan Maret 2024, yang mengakibatkan antara keduanya telah 
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berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah 

tangga serta satu sama lainnya sudah tidak saling urus lagi; 

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan 

bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam disebutkan 

bahwa tujuan perkawinan adalah unutk membentuk rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah warahmah; 

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang nomor 1 

tahun 1974 tersebut  dijelaskan bahwa perkawinan  mempunyai hubungan 

yang erat sekali dengan agama dan kerohanian  sehingga perkawinan bukan 

saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur bathin atau rohani 

juga  mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang 

bahagia, sehingga apabila unsur  rohani/bathin tersebut terganggu atau rusak 

maka tergannggu atau rusak pulalah ikatan dan tujuan perkawinan tersebut. 

Menimbang, bahwa unsur rohani/bathin dalam suatu pernikahan 

diantaranya rasa sakinah, mawaddah wa rahmah yakni rasa kedamaian/ 

ketenangan dan kasih sayang antara suami istri yang merupakan tujuan dari 

suatu perkawinan; 

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihaknya 

apalagi kalau kedua belah pihak telah tidak mau lagi mempertahankan rumah 

tangganya atau telah minta cerai berarti dalam rumah tangga tersebut unsur 

rohani/bathinnya atau Sakinah, Mawaddah dan Rahmah nya dalam perkawinan 

tersebut telah terganngu dan atau telah rusak yang dapat diartikan pula bahwa  

ikatan perkawinan tersebut juga telah terganggu dan atau  telah rusak; 

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang seperti itu dapat 

menimbulkan ekses yang tidak baik (madarat), baik kepada kedua suami istri 

tersebut atau kepada salah satunya atau anak-anak mereka dan atau juga 

terhadap keluarga mereka bahkan tak mustahil akan menjadi neraka dalam 

rumah tangga.  
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Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti itu 

merupakan perbuatan yang sia-sia dan dapat menimbulkan efek negatif 

/madlarat oleh karenanya sudah sebaiknya dalam rangka menghindari madlarat 

yang lebih besar dan menghindari perselisihan dan pertengkaran yang 

berkepanjangan maka perkawinan seperti itu penyelesaian yang dipandang adil 

dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.  

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat   dan Tergugat  

sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga patutlah dinyatakan bahwa 

perkawinan tersebut telah pecah dan rusak sehingga tujuan perkawinan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah 

sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak 

terwujud lagi dan telah rusak oleh karenanya untuk menghindari perselisihan 

yang berkepanjangan dan menghindari madharat yang lebih besar baik bagi 

kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga tersebut maka 

penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak 

adalah perceraian;  

 

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah jauh 

dari tujuanya sebagaimana  maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah 

dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang 

diamanatkan al-Qur’an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak 

dapat tercapai; 

Menimbang, bahwa meskipun demikian tanpa memandang siapa yang 

bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat  sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali 

dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor: 
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379/K/AG/1995 menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami 

istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah 

lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali 

sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan 

perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma 

hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 

sebagai berikut: 

Artinya: “Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka 

hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka petitum gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 

ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi 

Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan 

menjatuhkan thalak satu ba’in shugro Tergugat (XXXXXXXXXXX) kepada 

Penggugat  (XXXXXXXXXXX); 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa karena perkara  a quo masuk dalam bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 

dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan 

kepada Penggugat; 

Mengingat, semua pasal-pasal di atas dan ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap  sidang tidak hadir ; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ; 

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXX) terhadap 

Penggugat (XXXXXXXXXXX); 
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp. 228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah); 

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan 

Majelis Hakim pada hari Rabu  tanggal 30 April 2025  Masehi. bertepatan 

dengan tanggal 2 Dzulqo’dah 1446  Hijriyyah., oleh Drs. H. Khoer Affandi, 

S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. 

Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh 

Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum 

dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui sistem informasi pengadilan 

oleh Ketua Majelis Hakim  dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu 

oleh Dra. Hj. Emma Nurrohmah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh 

Penggugat /Kuasanya secara elektronik , tanpa kehadiran Tergugat.; 

Ketua  Majelis 

 

Ttd. 

 

Drs. H. Khoer Affandi, S.H. 

Hakim  Anggota I Hakim Anggota II 

  

        Ttd.          Ttd.  

 

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.  Drs. H. Usep Gunawan, S.H. 

Panitera Pengganti 

 

Ttd. 

Dra. Hj. Emma Nurrohmah 

 

 

Rincian Biaya: 

1. PNBP  Rp 70.000,00 

2. Proses  Rp 100.000,00 

3. Panggilan  Rp  48.000,00 

4. Meterai  Rp 10.000,00 
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Jumlah Rp. 228.000,00 

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) 

 

Dicatat disini : 

 Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 

…….… 

 Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 

……….… 
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